'SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 14% 72 TAHUN 2023
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAW
BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD HOC

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang a. bahwa dalam rangka tindak lanjut Instruksi
Komisi Pemilihan Umum Nomor:
748 /PW.02.4-SD/08/KPU/VIII/2021 perihal
Instruksi Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
atas Kinerja Penyelenggaraan Pemilu
Serentak Tahun 2019;

b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut
pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar
tentang  Standar Operasional Prosedur
Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu
Adhoc Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Takalar;

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemililhan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);



Menetapkan

KESATU

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

3. Putusan  Mahkamah  Konstitusi = Nomor
31/PUU/XVI/2018;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Komisi Pemillhan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten /kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

TAKALAR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PAW BADAN PENYELANGGARA PEMILU AD HOC KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR.

Menetapkan Standar Operasionl Prosedur Pembentukan
Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Takalar sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 09 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd.

HAMDANI PATTITHA

Salinan sesuai dengan aslinya
VS.E;K_EE-‘IARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
/ KABUBATEN TAKALAR

// </Kepala.SubRagian Hukum dan SDM,
,’,(,,/ il V%
|2 e A

¥Oyu ¥«

“Syamsu “Marlin Sulaiman



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PAW PAW BPP ADHOC

NOMOR :11 TAHUN 2023
TANGGAL : 09 AGUSTUS 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
JL. MALLONTARANG DG. MARO NO. 5 TAKALAR
Telepon : (0418) 2311100
Fax : (0418) 324621
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PENGESAHAN

. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur
organisasi yang telah ditetapkan.

. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan
Prosedur Standar Operasional ini.

3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penangung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur
Standar Operasional ini batal seluruhnya.

. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pembentukan
BPP Ad Hoc / PAW BPP Adhoc Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Takalar, maka Prosedur Standar Operasional ini
dinyatakan tidak berlaku.

. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.




